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ABSTRAK

BRIMOB adalah merupakan bagian dari kesatuan POLRI, maka
sudah sewajarnya tugas dan fungsi anggota Brimob tidak jauh berbeda
dengan tugas dan fungsi dari anggota Polri. Bagaimanapun tugas Polri
yaitu sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat juga
melekat menjadi tugas dan fungsi dari anggota Brimob. Tindakan dari
Bripda Deny Wahyu P., dan Bripka Charles Marbun terhadap korban
Ujang Sucipto adalah tindakan yang bertentangan dengan tugas dan
kewajiban anggota Brimob dengan melakukan pemerasan untuk
keuntungan diri sendiri. Sayangnya kaden B Pelopor Satbrimob Polda
jabar selaku atasan dari pelaku hanya menjatuhkan hukuman disiplin yaitu
dengan menerapkan Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 huruf (q) Peraturan
Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang peraturan disiplin anggota Polri.
Sehingga Apakah Penerapan Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 huruf (q) PPRI
No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri oleh Kaden B
Pelopor Satbrimob Polda Jabar kepada Bripda Deny Wahyu P., dan
Bripka Charles Marbun pelaku tindak pidana pemerasan Pasal 368 ayat
(1) KUHP telah tepat? Dan Tindakan apakah yang dapat dilakukan oleh
Kaden B Pelopor Satbrimob Polda Jabar terhadap Bripda Deny Wahyu P.,
dan Bripka Charles Marbun pelaku pemerasan terhadap warga sipil?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer vyaitu
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang
akan dibahas, dan bahan hukum sekunder berupa laporan polisi.
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan
fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan-peraturan
yang ada. Penafsiran dalam penelitian ini menggunakan penafsiran
gramatikal yaitu menafsirkan kata demi kata dari peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Penjatuhan hukuman disiplin Oleh Kaden B Pelopor Kepada Bripda
Deny Wahyu P., dan Bripka Charles Marbun adalah kurang tepat karena
berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PPRI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan
Disiplin Anggota Polri, yaitu penjatuhan hukuman disiplin tidak
menghapuskan tuntutan pidana. Tindakan yang dapat dilakukan oleh
Kaden B Pelopor Satbrimob Polda Jabar terhadap Bripda Deny Wahyu P.,
dan Bripka Charles Marbun para pelaku pemerasan terhadap warga sipil
yaitu Ujang Sucipto adalah selain menjatuhkan hukuman disiplin juga
seharusnya menyerahkan tersangka ke penyidik Polsek Patokbeusi
Subang untuk dilakukan proses penyidikan sehingga apabila dari proses
penyidikan tersebut terbukti bahwa pelaku melakukan tindak pidana
pemerasan maka pelaku dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP
dengan ancaman hukuman selama sembilan tahun.



ABSTRACT

Mobile Brigade is a part of the Indonesian National Police, so it is
likely that the Mobile Brigade’s duties and functions are nearly the same
as the Indonesian National Police’s. After all, the Indonesian National
Police’s duties are to protect and serve the people are also the Mobile
Brigade’s duties. The action by the Second Police Brigadier, Bripda Deny
Wahyu P., and the Chief Police Brigadier, Bripka Charles Marbun, towards
Ujang Sucipto as the victim is an action that is against their duties as the
members of the Mobile Brigade which is blackmailing for their own
interests. Unfortunately, Detachment Chief (Kaden) B Pioneer of Mobile
Brigade Unit West Java Regional Police as the superior to the victim had
only sentenced in discipline, that is by applying Article 5 Paragraph (a) and
Article 6 Paragraph (g) in the Government Regulation Number 2 in 2003
about the discipline regulations of the Indonesian National Police
members. Therefore, is the practice of Article 5 Paragraph (a) and Article 6
Paragraph (q) in the Indonesian Government Regulation Number 2 in
2003 about the Discipline Regulations of the Indonesian National Police
Members by Kaden B Pioneer of the Mobile Brigade Unit West Java
Regional Police towards Bripda Deny Wahyu P. and Bripka Charles
Marbun as the subjects to injustice of blackmailing in Article 368
Paragraph (1) in the Criminal Code already correct? What action can be
done by Kaden B Pioneer of the Mobile Brigade Unit West Java Regional
Police towards Bripda Deny Wahyu P. and Bripka Charles Marbun as the
subjects to blackmailing the civilians?

The method used in this research is the juridical normative method
referring to the legal documents in the form of primary law materials such
as regulations related to the discussed issue, and secondary law materials
such as police reports. The specification of this research is descriptive
analysis where the facts are described and then analyzed using the
regulations. The interpretation used in this research is the grammatical
interpretation which is a way to interpret each word of the regulations
related to the discussed issue.

The Discipline Regulations of the Indonesian National Police
Members by Kaden B Pioneer of the Mobile Brigade Unit West Java
Regional Police towards Bripda Deny Wahyu P., and Bripka Charles
Marbun as the subjects to injustice of blackmailing is not correct because
according to Article 12 Paragraph (1) in the Indonesian Government
Regulation about the Discipline Regulations of the Indonesian National
Police Members sentencing in discipline doesn’t erase criminal pursuits.
What Kaden B Pioneer of the Mobile Brigade Unit West Java Regional
Police can do towards the suspects to blackmailing a civilian, Ujang
Sucipto, is not only sentencing them in discipline but also handing the
suspects over to the Patokbeusi Subang Sector Police investigators to be
investigated so that the suspects can be sentenced for nine years based
on Article 368 Paragraph (1) in the Criminal Code.
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